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ABSTRAKSI 

         Nama  :  Dodi Hafidz Alifian 

         NIM  :  202010110311289 

         Judul : PRAKTIK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS  

TANAH DENGAN KUASA MENJUAL SETELAH PEMBERI KUASA 

MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS PPAT 

SW KABUPATEN JOMBANG) 

Pembimbing : 1. Dr.Herwastoeti,SH.M.Si 

2. Dwi Ratna Indri H.,SH., MH 

 

Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai ketika melihat 

pemberi kuasa menjual yang meninggal akan menimbulkan pertanyaan mengenai 

status dan keabsahan transaksi jual beli yang belum selesai sebelum transaksi 

tersebut diselesaikan dalam bentuk AJB. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kedudukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) hak atas tanah 

dengan kuasa menjual setelah pemberi kuasa meninggal dunia di Kantor Notaris 

dan PPAT SW Kabupaten Jombang, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan 

oleh notaris atau PPAT. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat 2 rumusan 

masalah yaitu, Bagaimana kedudukan hukum dari PPJB hak atas tanah dengan 

kuasa menjual setelah pemberi kuasa meninggal dunia di Kantor Notaris PPAT SW 

Kabupaten Jombang? serta Apa saja upaya yang dilakukan oleh notaris atau PPAT 

SW dalam menindaklanjuti PPJB hak atas tanah dengan kuasa menjual setelah 

pemberi kuasa meninggal dunia?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode 

yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan 

obervasi yang diperoleh dari Notaris SWsebagai narasumber. Data hukum primer, 

sekunder, dan tersier akan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan pengikatan jual beli yang disertai dengan kuasa menjual 

tetap memiliki kekuatan hukum. Ketika pemberi kuasa telah meninggal dunia, 

PPAT SW tetap dapat melanjutkan proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB). 

Langkah yang diambil oleh PPAT mencakup pengecekan keabsahan dokumen dan 

status tanah, serta pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan substansial 

sebelum melanjutkan proses AJB. Implikasi hukum PPJB Lunas dan Kuasa 

Menjual tetap memungkinkan peralihan hak atas tanah meskipun pemberi kuasa 

telah meninggal, berdasarkan asas kepercayaan pada akta otentik dan prinsip 

kepastian hukum. 

 

Kata Kunci:, Kuasa Menjual, Kematian Pemberi Kuasa, Hak Atas Tanah, PPAT, 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
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ABSTRACTION 

 

Nama : Dodi Hafidz Alifian 

NIM 202010110311289 

Judul : LEGAL STATUS AND IMPLEMENTATION OF SALE AND 

PURCHASE BINDING AGREEMENTS WITH POWER OF 

ATTORNEY AFTER THE GRANTOR’S DEATH (CASE 

STUDY AT NOTARY/PPAT SW IN JOMBANG REGENCY) 

Pembimbing : 1. Dr.Herwastoeti,SH.M.Si 

2. Dwi Ratna Indri H.,SH., MH 

 

 

This thesis addresses the legal issue arising when the grantor of a power of attorney 

for the sale of land passes away before the transaction is finalized in the form of a 

Deed of Sale and Purchase (AJB). The main objective of this study is to examine 

the legal standing of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) with a 

power of attorney after the grantor's death at the Notary and Land Deed Official 

(PPAT) office of SW in Jombang Regency, and to identify the measures taken by the 

notary or PPAT in response. Based on this, the thesis formulates two research 

questions: (1) What is the legal position of the PPJB with a power of attorney after 

the grantor’s death at the Notary/PPAT SW office in Jombang Regency? and (2) 

What measures are taken by the notary or PPAT SW to follow up on the PPJB with 

a power of attorney after the grantor’s death?. This thesis uses an empirical 

juridical method. Data was collected through interviews and observations with 

Notary SW as the primary source. Primary, secondary, and tertiary legal materials 

were analyzed using qualitative data analysis techniques. The research findings 

show that a PPJB accompanied by a power of attorney retains legal force. Even 

after the grantor's death, PPAT SW can continue the process of drafting the Deed 

of Sale and Purchase (AJB). The actions taken include verifying the authenticity of 

the documents and the land status, as well as ensuring that all administrative and 

substantive requirements are met prior to proceeding with the AJB. The legal 

implication is that a fully paid PPJB and power of attorney still permit the transfer 

of land rights, even after the grantor’s death, based on the principle of trust in 

authentic deeds and the principle of legal certainty. 

 

 

Keywords: Grantor Deaths, Land Rights, Power of Attorney, PPAT, Sale and 

Purchase Binding Agreement 
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